
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PEILITUIIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 

NOMOR 26 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBENTUUN DEWAN ENERGI NASIONAL 

DAN TATA C A M  PENYARINGAN , 
> - /  

CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL 
, . . " 

PRESIDEN REPWBLIK INDONESIA, 

Meriimbung : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 200'7 tentang Energi, dipandang perlu 

meiletapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Energi 

Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi 

Nasional ; -', 

a Rlengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1935: .+ .. 
-. 

2. undang-u;?dang Nonor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Pertambangan .+ ., ( ~ A b a r i n  Negara Republik Indonesia Tahun 1967 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

283 1 j; 
."+, . 

3. Undang-undang Nornor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 17); 

4. Undmg-Undang Noinor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 

(Lercbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, 

Tnmbd~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 676); 

5. Undmg-Undang Nonlor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lernbaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2001 Nomor 

136, Tmbahar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 152); 
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6. ;Jndal:g-Undang Nomor 2'; Tahun 2003 tentang Panas Bulni 

(Lernbaran Negzlrc? Rep~~blilc Indonesia Tahm 2003 No~nor l 1 5. 

Tal-nbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4327); 

7. Undang-Undang Nornor 31) Tahun 2007 tentang Energi (Leinbaran 

Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nornor 96, Tarnbahan 
-. Lernbaran Negara Republ il\: Indonesia Nomor 4746); 

MEMUTUSKAN : 

Menctap1:an : PERAT'CJRAN PRESIDEN ?'ENTANG PEMBENTUKAN DEWAN 

ENERGJ NASIONAI, D.AN TATA C A M  PENYARINGAN 

CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL. 

BAB I 

"KETEMT'IJAN UMUM 

Dalam peratitan Presiden ini pang dirnaksud dengan : 

1 :  Dewan Energi Nesionai adalah suatu lembaga bersifat nasional, 

inand:ri, dar, tetap, yeng bertanggung jawab atas kebijalcan energi 

nasional. 

2 .  Kebijnltan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang 

berdasnrltan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan guna terciptenya kemandirian dan ketahanan energi 

3. Ivlentcri adalah rrienteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di 
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PEiMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL 

' ~ a ~ i a r !  Kesatu 
Pembentuiinn clan Tugas . 

Pasal 2 

Dengan ~eraturtin ~re i iden ini dibentuk Dewan Energi Nasional 

sebagaimana dimaksud dalalr. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 

Tentang Energi. 

Dewan Energi Nasional ~neinl~unyai tugas : 

a ,  merancang dan me~~umuslcan ltebijalcan energi nasional untuk 

ditetapksn oleh Peinerintah dengan persetujuan Dewan Penvakilan 

Rakyat ~q.ublik'lndo&sia; 

b. rnenetaplcan rencana UInLlrn energi nasional; 

c, menctapl~an langlcah-langlcah penanggulangan kondisi krisis dan 

darulra? energi; serta 

d. ~nengawasi pelaksanaan lttbijaltan di bidang energi yang bersifat 

lintas sel<toral. 

Pasal 5 ... 



Pasal 5 

Pimpinan Dewtln Energi Nasional terdiri atas : 

a. Icetua , : Presiden 

b. Wal<il Icetua : Walcil Presiden 

c. Kctua Harian : Meritari yang membidangi energi 

Pasal 6 

( 1 )  Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas : 

a. 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupurl pejabat pemerintah 

!ainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas 

penyediaan, transp&tasi, penyaluran, dan pemanfaatan 

energi; dan 

b. 8 (delapan). orang dari pemangku kepentingan, yang terdiri 
b . .  atas .: . 

1) 2 (dua) wing  darl kalangan akademisi, yaitu pakar energi 

%ari Perguruan Tinggi; 

2) 2 (dua) orang dari kalangan industri, yaitu praktisi di 

bidmg industsi essrgi; 

3) 1 (satu) orang deri, kalangan teknologi, yaitu pakar di . , , < ,  , 

bidang rekayasa teknologi energi; . 
I .  

4) 1 (satu) orang dari kalangan lingkungm hidup, yaitu pakar . . 
I,: 

lijigkungan di bidang energi; dan 

5) 2 (dua) orang dari kalangan konsumen, yaitu masyarakat 

pengguna energi. 

(2) Anggok Dewan Energi Nasional sebagai~nana dimaksud pada 

aynt (1) huruf b, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. 

Bagian ... 
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Bagian Icetiga 
Sel<retnriat Jender~ l  Uewan Encrgi Nslsional 

( 1 )  Dalain inelaltsanal<an tugasnya Dewan Energi Nasional dibantu 

oleh ~ekretaiiat  ~cnderal  Dewan Energi Nasional. 

( 3 )  Selvetariat. Jcnderal Dewan Energi Nasional sebagaimana 

dimaltsud pada ayat ( I ) ,  berada di lingkungan instansi 
,**- 

Peinerintah yang 1;lcrn bidangi energi. 

(3) , Selcretariat Jenderdl Oewan Energi Nasional sebagaimana 

dirnalcsud pada dyat (1 )  dan ayat (2) secara fungsional berada di 

bawall dan berta1igg111-1% jawab Icepada Dewan Energi Nasional, 

da11 secara administratif bertanggung jawab lcepada Menteri yang 

~nembidangi energi. 

-. Pasal8 

endersl Dewan Energi Nasional dipimpin oleh 

deial Ilewan Energi Nasional. 
. *. 7, 

( 2 )  Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan 

. diberhent.ilgn olel.1 Presiden sesuai dengan ltetentuan peraturan 

perundpg-undanga~~ 

(3) Selcretaris Jenderal I.)e\van Energi Nasional sebagaimana 

dilnalcsud pada ayat ( i )  adalah jabatan struktural eselon la. 

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas 

mcmberikan dukungan te!cncnis dan admini~tratif 'ke~ada Dewan Energi 

Nasional. 

Pasal 10 .,, 
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Pasal 10 

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

merupalcan ,jaba~an stl.~ktural eselon la, eselon Ila, eselon 1ITa. 

da i~  eselon IQa. , 

Icetentuan mengenai susunan organisasi dan tata lcerja Seltretariat 

Jenderal &wan Energi Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua 

Dewan Energi Nasio~a:  sesuai dengan ltetentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Kelon~pol< Kcrja 
+. 

P.asill 11 
! 

( 1 ) Untul< I<elancarail pelaltsanaan tugas Dewan Energi Nasional, 

Menteri selaku, Icetua Harian Dewan Energi Nasional dapat 

mernber&k Kelompok ICerja. 

(2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada 
. .". .; 

ayat (1) terdiri dari pejtibat struktural eselon I instansi pemerintah 

yang secara larlgsung bertanggung jawab atas penyediaan, 
p.. 

transpoi-tasi, penyniuran dan pemanfaatan energi dan instansi 

pernerintah lain serta pihal< lain yang terkait. 

(3) Dalam melaltsanalian tugasnya, I<elo~npok Kerja sebagairnana 

dirr-laltsucl pada aya: ( 1 )  dan ayat (2) difasilitasi oleh Seltretariat 

Jendera: Dewan Energi Nasional. 

(4) Icetentuan mengenai susunan keanggotaan dnn tata kerja 

Kelompok Kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) ,  ayat (2), 

dan ayat (3), diatur 1ebi11 lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian 

r)e,wan Energi Nasional, 
# ! 

Bagian ... 
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( 1 ) Anggota Dewan Erlergi Nasional diangkat dan diberhentikan 

oleh ~resideri. 

(2 )  Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur 

Pernangltu icepentingan diangltat ole11 Presiden setelah dipilih 
/ '  

oleh Deyan Perwakilarl Rakyat Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan Ijeraturan perundang-undangan. 

( I )  Musa ja.batan anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari 

Menteri danJejabet l'emerintah lainnya berakhir setelah yang 

bersengkutan tidik inenjabat la.gi dalam jabatan Menteri atau 

Pejabat Pemerintah din?aksud. 

(2) Masa jabgtan dhggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari 

unsur Pemangku.Keperl1 ingall adalah selama 5 (lima) tahun. 

( 1 )  Anggota pewen Energi Nasional yang berasal dari unsur 

Pemangku Kepentirlgan tidak diberhentikan dari jabatan organik 

da!~/atau kchilangan statusnya sebagai pegawai tempat yang 

be~sangkotan beket-ja selama menjadi Anggota Dewan Energi 

Nasional. 

( 2 )  Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangltat sebagai Anggota 

Dewan Energi Nnsiorial yang berasal dsri unsur Pemangki~ 

Kepentingan, pembinaar kepegawaian yang bersangkotan tetap 

berada dan dilaksanak~n oleh instansi induknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perui~dang-undangan, 

Pass1 15 ... 
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(1) Dengan inemperhetikan arah kebijakan energi nasional yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, Presiden dapat nlengubah komposisi Anggota Dewan 

Eil~trgi Nqsional yarlg berasal dari Menteri dan Pejabat 

Pelnerintah lainnya, 
#'* 

( 2 )  Pelaksanaan ket-ntnan sebagaimana dimnksud pada ayat ( I )  

dililltukcn sesuai d q s n  ketentuan peraturan perundang- 

, undangan. . 

(1 )  Selain Itarena-. inasa jrtbtitan berakhir, Anggota Dewan Eilergi 

Nasional yang- hcrasal dari Pemangku Kepentingan dapat 

dibcrhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila yang 

b. me~~gundurltan cliri dengan rnengajukan permohonan secara 
r. 4 

tertulis kcpada Presidon ~nelalui Ketua Harian Dewan Energi 

Nasior,al; - .  
c. bertelnpat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

e. tidak dapat melaltsanakan tugas secara kumulatif inelebihi 4 

(empat) bulan dnlain i (satu) tahun; 

E diu;?llltan untuk diberhentikan oleh lembaga pendidikan, 

organisasi profesi atau asosiasi pengusul Anggota Dewen 

Enerpi Nasional yang bersangkutan. 

(2) Untuk ... 
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(2 )  Untuic pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional dari 

unsur Pelnangltu ICepcntingan sebeluln berakhirnya lnasa jabatan 

sebagailnslna dimaksuld pada ayat ( I )  ditentultan lnelalui Sidang 

Anggota Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Merlteri 

selaku Icetua. Hariarr Dewan Energi Nasional. 

(3) Berdasarkan hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 

sebagaimana diinaltsud pada ayat (2), Menteri selaku Ketua 

Harian Dewan Energi Nasiorial mengusulkan pemberhentian 

Aripgota Dewan Energi Nasional ltepada Presiden. 

Pasal 17 

Pemberllentian Anggota Uewan Energi Nasional dnri unsur Pemangl<u 

I<epei-~tingan sebeluln ljeralthirnya masa jabatan sebagaimana 

dimaltstid dalarn Pasal 16, d~beritahultan kepada Dewan Penvakilan 

Rakyat Republik ~ndonesia. 
t 
!I 

*C. 
'. Pslsa 1. X 8 

( I )  Untuic mengisi kekosongan Anggota Dewan Energi Nasional dari 

unsor .* ., Pemangku l<dpentingan yang diberhentikan sebelum 

be1 althir.nya.~nasa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

Presiden dapat mzngangltat Anggota Dewan Energi Nasional 
'--. . 

pengganti. 

(2) Anggota Dewan Er~ergi Nasional pengganti yang diangkat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Anggota 

Dewan Energi Nasion4 sebelumnya dari kalangan yang sama 

yang tidak terpi!ih oleh Dewan Penvakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

(3) Mnsa jabatan Anggota Dewan Energ i  ., I Nasional pengganti 

sebagaimana dimaksud pnda ayat (2) adalah sisa masa jabatan 

Anggota Dewan Enargi Nasional yang digantikana 

(4) Pengangkatan .,. 
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(4) Penganglcatan Anggota Dewan Energi Nasional pengganti 

sebagailnana dirnaltsud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) 

diberitahulcan Itepzdcci Dewan Perwalcilan Rakyat Republilt 

Indone~ic?. . 

Pasal 19 

(1) Dewan d nerd Nasionsi melakukan Sidang Paripurna secara 

berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi 

1\Tasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun 

atau sewalctu-waktu , j ikc l  diperlukan. 
-'. 

(2) Dewan Energi Nasional melakulcan Sidang Anggota secara 

berlcala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi 

Nasional dan dihadil-i .Anggota Dewan Energi Nasional sekurang- *. . 
lcurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu 

jilta diperlukan. ' 
' .". .. 

(3)  Dalam Sidang Parlpuma dan Sidang Anggota sebagaimana 

dirilaltsud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal Dewan 
,-. . 

Energi Nasional iltut hadjr dan bertindak sebagai Sekretaris 

da:am sidang dimalcsud, tanpa halt suara. 

Apabila dipandanp perlg, Sidang Anggota sebagailnana dilnaltsud 

dalsln Pasal 19, dapat ~nengundang pihalc lain terkai! guna 

~nendapatltan masulcan dan pertimbangan sesuai dengan materi 

pe~nbahasan dalaln sidang. 
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Hasil Sidang Anggota dilaposltan oleh Ketua Harian Dewan Energi 

Nasional ltepada Kerua Dewan Energi Nasional guna mendapatkan 

arzhan tindalt lanjut daniatau dibahas dalam Sidang Paripurna. 

( 1 )  Pelaltsanaan tugas Dew211 Energi Nasional : 

a. merancangdan merumusltan Itebijaltan energi nasional; 

b. menetapltan rencana umum energi nasional; 

c. menetapl<an,.Iangltah-langlcah penanggulangan kondisi krisis 

dan darurat energi, 

dibahas dan cfiputuskan ialarn Sidang Paripurna. 

(2) Rancangan kebijaksn energi nasional sebagaimana dimaksud 

pada aya; ( I )  .huruf i~ disarnpailtan Itepada Pernerintah untulc 

ditetapl<iri sebagai kt.bi.iakan energi nasional setelah mendapat 

persetu-$an Dewall rJcr.~~kilan Raltyat Republilt Indonesia sesuai 

dengali kctentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1 ) ' Peialtsanaan tugas' Dewan Energi Nasional mengawasi 

pe!aksannan kebijaltan di bidang energi yang bersifat lintas 

sektorai dilakultan secslra terltaordinasi dengan instansi terltait 

baik Pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap 

memperhatiltan ltetenl~ian peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil jylaltsanaan tugas Dewan Energi Nasional sebagailnana 

ciimaltsud pada ayat ( I )  dibahas dalam Sidang Anggota, yang 

hnsilnya dilaporkan ltepsda Ketua Dewan Energi Nasional. 
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Bagian T<etujuIl 
Pembiayaan dan Mnk Keuangsn 

Pasnl24 

Segsla biaya yang diperlultan bagi pelakssnaan tugas Dewan Energi 

Nasional darl Seltretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dibebankan 

ltepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. anggaran 

instpnsi pernerinttih y a n i  lncrr.bidangi energi. 
'. 

i 1 ) Icepada Anggota Dewan Energi Nasional diberikan hak keuangan 

dan fasilitas lainnya, yar.g diatur dengan Peraturan Presiden. 
+, 

(2) Anggota Dewan Energi Nasional apabila berhenti atau telah 

beralthir nlasa jabatannya tidak diberikan pensiun dardatau 

pesangon. ..* . 

c BAB 111 
.--. . 

TATA CARA PENYARINGAN 
CAL~ON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL 

Calon Anggota Dewan Energi hlasional yang berasal dari Menteri dan 

Pejabat Pelnerintah lainnya ysng secara langsung bertanggung jawab 

atas penyediaan, transportasi. penyaluran dan pemanfaatan energi, 

dipilih dan ditentukan oleh Yresiden. 

Pssal 27 ,.. 
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(1) Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur 

Pelnangltu Kepentingan diusulkan oleh Pemerintah ltepada dan 

dipiiii~ oleh Dewan Pcrv/altilan Rakyat Republilt Indonesia. 

2 )  Usulan ~ a l d n  Anggotii Dewail Energi Nasional sebagaimana 

ditnal<siid pada ayat c1) inerupaltan hasil proses penyaringan yang 

transpary dan altuntabel, 

Persyarata~i Calon ~nggo ta  Dcwan Energi Nasional 
Ynng Berasal Dari Unsur Pernangku Kepentingan 

4. Pasal 28 

U n t u k  dapat diangkat Sssbngai Anggota Dewan Energi Nasional dari 

unsur Pemanglzu IKepentingan, seorang Calorl Anggota harus rnemenuhi 

persyaratan : 

a. warga negarac'lndonasia; 

b, setia kepada Pancasiia dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia "l'al~wn 1945; 

c. inenlpunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; 

d .  lneinpunyai pendidiltan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 

Satu danlatau berpengalaman dan rnemiliki ltelnampuan 

profesionalisme di bidarig energi; 

e, tidak pernah dihuI<u1~1 !<arena ~nelakukan tindak pidana kejahatan; 
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? 
f. sehat jasmani clan rohani; 

g. diusulkan oleh lembagn pendidikan, organisasi profesi atau 

asosiasi. 

Bagi pegawai Negeri ~ $ 1  ymg akm menjadi Anggota Dewan Energi 

Nasional, selain Plarus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28, ynng bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari 

pirnpinan instansi Pemerintan tempst yang bersangkutan bekcrrja. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penyaringan 
Cnlon h g g o t i  Dcwan Energi Nasional 

Yang Berasal Dari Unsur Pemangku Kepentingan 

'Pasal.3Q 
.+. ., 

(1) Menteri selaku Ketua Hnrian Dewan Energi Nasional membentuk 

Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. 
.--. \ 

(2) Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional 

sebagaimana dimaksud pcda ayat (1) diketuai oleh Ketua Harian 

Dewan Energi Nasional. 

(3) Ketentuan rnengenai .mta cara pembentukan, keanggotaan, 

masa lcerja, dan tata kerja Panitia Penyaringan Calon Anggota 

Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur lebih lfirzjut oleh Menteri selaku Ketua Harian 

Dewan Energi Nasional. 



secara trahsparan dar. akuntabel. 

14) Ketentuan lnengenai penysringan Calon Anggota Dewan Energi 

Nasiunal oleh Panitia Feriyaringan Calon Anggota Dewan Energi 

Nasional sebagailnana dilnaksud pada ayat ( I ) ,  ayat (2), dan 
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Pas21 31 

Panitia Penyaring~n Calc11 Anggota Dewen Energi Nasional 

~nengunuinkan pendaftam peilerirnaan Calon Anggota Dewan Energi 

hlasional kepada publik. 

( i )  Pnnitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional 

lllelaltukan penyaringan Calon Anggota Dewen Energi Nasional 

yang telah terdsfrer dalsrn daftar penerimaan Calon Anggota 

Dewan Energi Nasibnal. 

(2) Proscs penyaringan C;llon Anggota Dewan Energi Nasional 

sebagaimma dimaksud' pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi 

atas pemenuhan persyaratan Calon Anggota Dewan Energi 

E.lasional+.yang ditetapitan dan uji kemampuan. 

(3)  Proses penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasiorlal 

sebagaimanaFrlimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

ayat (3j diatur lebih lanjllt oieh Menteri selaku Ketua Harian 

Dewan Energi Nasional. 
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Basal 33 

Berdasarltan hasil Penyaringan Cal on Anggota Dewan Energi Nasional, 

Panitia Penyaringan Caion Anggota Dewan Energi Nasional 

lnengusulitan ~ a l o n '  Anggsta Dewan Energi Nasional sebanyak 2 (dm) 

liali dari jumlah setiap lcelangan dari unsur Peinangku Kepentingan yang 

ditetqpkan. 
I' ( 

Pussll34 

Mecteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional melaporkan hasil 

penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang dilakukan 

oleh Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional 

kepada Presiden, uqtuk diilsullmn kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
b 

Republik Indonesia. 

( 1 ) Evlentcri selrku Ketua Harian Dewan Energi Nasional daiam waktr~ 

6 (enam)3ulan sebeluin beialthirnya masa jabatan Anggota Dewan 

Energi Nasional yang berasal dari Pemangku Kepentingan telah 

inenyelesaikfn dan melaporkan hasil penyaringan Calon Anggota 

Dewan Energi Nasional untuk periode jabatan berikutnya kepada 

Presiden. 

(2) Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal 

dari unsur Pemangku Kepentingan untuk periode jabatan 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyaringan Calon 

Ailggota Dewall Energi Nasional yang berasal dari unsur 

Pemangltu Kepentingan yailg diatur dalam Peraturan Presiden ini. 



Bagian l.(eempat 
1 
.h 

Pengusulan Calon Anggota Dewan Energi Nasional 
Yang Berasal Dari Unsur I'etnangku Kepentingan 

Pasal36 

Presiden mengusulltan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang 

berasal dari .unsur Peinarig.ltu Kepentingan hasil penyaringan kepada 

Dewan Perwaltilan Rakyat Republilc Indonesia sebanyak 2 (dua) kali 

dari jumlah setiap lealangan Pemangku Kepentingan, sesuai dengan 

ltetentuan peraturan .perundang-undangan. 

Calon Anggota Dewan Eilergi Nasional yang dipilih oleh Dewan 

Peryaltilin R a y a t .  Repb1i.k Indonesia diangkat Presiden rnenjadi 

Anggota Dewan Energi Nasiorial sesuai dengan ketentuan peraturan 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTWP 
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Dengan berlaltunya Perattiran Presiden ini, maka Keputusan Presiden 

Nornot 46 Tahm 1980 ~ e n t a n i  Badan Koordinasi Energi Nasional 
j .  

sebagairnana telah beberapa ' kaji diubah terakl;ir , dengan Keputusan 
, ;' ,>,, ' :,,. 1 .  

. , 
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Presiden ~ b m o r  23 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaltu. 

Pasal39 ... 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Pernturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

r Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Mei 2008 

PRESIDEN REPUaLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSI1,O BAMBANG YUDHOYONO 


